GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 020/01 TAHUN 2017
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN UNIT LAYANAN PENGADAAN
BARANG /JASA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang

Mengingat

B,

TAHUN ANGGARAN 2017
GUBERNUR JAWA TENGAH,

bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan
Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah telah menetapken Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor & Tahun 2012 tentang Unit Layanan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur
Jawa Tenpgah Nomor 66 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah MNomor 8 Tahun
2012 tentang Unil Lavanan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Provinsi Jawa Tengakh;

bahwa dengan telsh ditetapkanya Peraturan Daerch
Provinsi Jawa ‘'l'engah Nomor % Tahun 2016 tentang
Pembentukar Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tim Pelaksana kegiatan Unit Layanan
Pengadaan Darang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
perlu disesuatkan:

bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimalgsud
pada huruf a dan huruf b agar pelaksanaan Kegiatan Unit
Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah dapat berjalan dengzsn lancar dan berdava
cuna, perlu menctapkan Kepulusan Gubernur tentang
Pembentukan Tim Pelakssna Kegiatan Unit Lavanan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Tengzh
Tahun Anggaran 2017, '

. Undang-Undang Nomor 10 Tehun 1930 ientang

Pembentukan Provinsi Jawa Tengah ([limpunan Peraturan-
Peraturan Negara Tahun 1950 Halamean 86-92);

T

: [Endang—[]m‘]sﬂg MNomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan

Praklek Monopoli Dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3817);

. Undang-Undang Nomor 28 Tashun 1999 tentang

Penvelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republiic
Indonesia Tahun 1998 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3831);




_{J |

10.

11.

12

13.

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambalan Lembaran Negara Republik
Inconesia Nomor 4286];

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambszhan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor £353);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemetiksaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembeuran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomoer 5587) sebagaimana lelah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeriniahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambanan Lembaran Negara Republix
Indonesia Nomor 5G79);

. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 leniang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indenesia Tahun 2005 Nomeor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
(rganisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 829, Tambahan Lembaran
Negarz 4741},

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5533);

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadazn Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4
Tahun 2015 tentang Peruihahan Keempat Atas Peraturan
Presiden Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;
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18.

19,

20

22,
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 Peraturan Dacrah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun

2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomao= 7);

. Peraturan Daerzh Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun

2008 zentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lemnbaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tshun 2008 Nomer 2,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nomor 8);

. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun

2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Meniadi
Kewenangan Pemerintahan Daeran Provinsi Jawa Tengah
(Lembaran Daeralhh Provinsi Jawa Tengah Tehun 2003
Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomaor 12);

. Peraturan Daergh Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun

2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 10};

Peratitran Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomoer 99 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan
Barang/Jasa FPemerintah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Peraluran Kepula Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/
Jasa Pemerintah Neomor PER.OL1/KEP.LKPP/O6/2008
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaps Kebilakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

1. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/

Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan
kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012
tentang Unit Layaran Pengadaan (ULF);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010
tentang Pembentukan Organisasi Layanan Pengadaan
Secara Flektronik Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nermor 7);

. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2010

tentang Pedoman Peiaksanaan Pengadzan Barang/Jasa
Secara Elektronik Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 8);

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2012
tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Provins: Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawsa Tengah
Tahun 2012 Nomor &) scbagaimeana tclah diubah dengan
Peraturan Gubernur Jawa Tengazh Nomor 66 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengzdaan
Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Jawa Tengsh (Berita
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor €6);




Menctapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

95, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2012
tentang Pedoman Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan
Barang/.Jasa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa
Tenguti (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012
Nomor 41! sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Jawa Tengal: Nomor 67 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor
41 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Umnil
Lavanan Pengadsan Barang/Jasa Di Lingkungan
Pemesrintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 67);

26. Peraturan Gubernur Nomor 45 ‘lahun 20186 tentang
Standardisasi Biaya Kegiatan Dan Honorarium, Biayva
Pemeliharaan, Dan Standardisasi Harga Pengadaan
Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2017 (Rerita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2016 Nomor 43).

2, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Neomor 118 Tahiun 2016
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerzh  Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017
(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah 2016 Nomor 118);

MEMUTUSEAN :

Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Unil Layanan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Provinst Jawa Tengah Tahun
Anggaran 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini,

Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
mempunyai tugas:

a. meclaksanakan pongadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi
Jawa Tengzh melalul penyedia barang/jasa;

b. menyusun rencana pemilihan, pelaksanaan pemilihan,
membuat laporan proses dan hasil pengadaan serta
membuat pertanggungjiawaban atas pelaksanaan
pengadaan barang/jasa; dan

. menyediakan dan mengelola sisterm  informast yang
digunakan dalam meleksanakan pengadaan barang/jasa
sesual ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud calam diktum KESATU

diberikan honorarium sesual Xetentuan peraturan perundang-
undangan.

Ketua Unit Lavanan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana
dimalesud dalam dilitum KESATU dalam melaltsanakan
pengadaan barang/jasa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
dapat mcnctapkan tugas Kclompok Kerja, Tim Ahli dan Tim
Informasi Dan Teknologi dengan Keputusan Ketua Unit
Layanan Pengadaan Barang /Jasa.




KELIMA

KEENAM

Semua  biaya vang limbual scbagal akibat ditetapkannya
Keputusan Gubernur ini  dibebankan pada Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
Anggaran 2017,

Keputusan Cubernur ini mulai  berlalku pada tanggal
ditetapkan,

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 10 Januari 2017
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN :Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

S O

Menteri Dalam Negerl Republik Indonesis;

Walkil Gubernur Jawsa Tengah;

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;

Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Salinsn eesnal dengan aslings
KEEFATA BIRC HIIKTIN
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUE JAWA TENGAH
KOMOR 020/ 01 TAHUN 2017

TENTANG

FEMBENTUKAN TIM  PELAKSANA  KE-
GIATAN TUNIT LAYANAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN UNIT LAYANAN PENGALAAN
BARANG/JASA PEMERINTAIT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

NAMA KEDUDUEAN DALAN TIM
_ 2 B

Seloretaris Dacrsh Penanggungjawab
Asisten: Ekonorm dan Pembangunan Pengarah
Kepala Biro Administrasi Pembangunan | Ketua
Daerah B |
1) Ir. Bayu Lestanto Setyo P, MT Sekretaris

| 2) Dinul lluda, 8II Stal Administrasi
3) Arif Arge Dewanto, SH, MEn Stal Administrasi
41 Ar: Kushardanto, SE Staf Administrasi
3] TTham Maulizar, S.8TP, MAP Staf Administrasi
6) Leny Indrivani, SE, MM Stal Administrasi
1) Mugivanto, ST Kelompok Kerja
Z)  Mohammad Soleh, 3E Kelompok Kerja
3]  Mukhsin Sidig Nugroho, ST Kelompok Kerja
4) Raden Puguh Wirawan Puspovudo, ST Kelompok Kerja
5 Budi Hartone Kelompok Kerja
&) Mintovo Kelompok Kerja
7) Dian Lestari Kurniswati Kelompok Kerja
g8} Gunawan Cahvo Purnomo, S.Kom Kelompok Kerja
Y} Yan Herwindo Arita,ST Kelompok Kerja
10} Agus Tri Purwanto, A.Md Tem Kclompok Eerja
11} Sukartono, 3E, MM Kelompok Kerja
12] Agus Parungkas, A.Md Kelomnpok Kerja
13} Hanung Indriati, S.IP Kelompok Kerja
14| Budi Darmawan Kelompok Kerja
18] Jonedi, 8T Kelompok Kerja
16) Kadarustamaji, S.Pd Kelompok Kerja

17) Pancawati Budiarti ' Kelompok Kerja




NANA

KEDUDUKAN DALAM TIM

2

3

18)
19)
20)

21)

39)

43|
44|
45)
46)
47)
48|
49|
50)
51)
52)
53|
54)
55)

Bagus Privo Handone, SE
Ir. Wijanarko

Dedy Sri Martanto, 3E, MM
Andika Adi Prasetyo, ST
Wisnu Wardhana, SE

! Wimas Radit Sumbodo, ST

Fauzan Hermewan, A Md

| Agas Setivadi

Suprapto, ST

Anang Putranta Cahye, SH
Heri Yulianto, SH

Hery Supriyanto, SH

Dimas Yufri, SE

Dahyan lswanhyudi, SE, MM
Rahmawati, SE, M.5:
Damang Utome, 8. Kom

Drs, Tjiple Widialmmo

Bekti Heriawan

Sherly Adriani

[lham Pribad:, 8H

Agus Trianto, 3.51.T

Agus Rachman Sjarif, ST, MT
Muh. Saefudin Mahmud, 5. Kom
Budi Pramono, S.Kom
Dwivanto, SH, M.Kes

Drs. Gustin Samiadii

Sukim, 5F

Mashuri, 8T, MM

Pratisto Nugroho, S.IP, M.5i
Suyanto, SE

Ahmad Baiguni

Mahendra Dwi Atmoko, SE
Indra Susetya, SE

Widarti, TP

EBahruddin Noor, SE
Prawindari Kusumastuti, 8T, M1
Nanang Suryo Adhie, SE
Kasban, BE

Kelompok Kerja
Kelompok Kerja
Kelompok Kerja
Kelompok Kerja
Kelompok Kerne
Kelompok Kerja
Kclompok Kerja
Kelompok Kerja
Kelompok Kenja
Kelompok Kerja
Kelompok Kerja
Kelompok Kerja
Kelompok Kerja
Kelompok Kerja
Kelompok Kerja
Kelompolk Kerja
Kelompok Kerja
Kelompok Kerja
Kelompok Kerja
Kelompok Kerja
Keclompok Kerja
Kelompok Kerja
Kelompok Kerja
Kelompok Kerja
Kelompok Kerja
Kelompok Ketja
Kelompok Kerja
Kelompok Kerja
Kelompok Kerja
Kelompok Kerja
Kelompok Kerja
Eelompok Kerja
Kelompok Kerja
Kelompok Kerja
Kelompok Kerja
Kelompok Kerja
Kelompok Kerja

Kelompok Kerja




2] Icuk Faujl, 3. Koumn
3) Krisna Kusuma Putra, 3.Kom
4] Adi Utome, S.Kom
5] Muchamad Saefudin, 8. Kom
)} Devandra Bhayang P, S.Kom
7)) Irawan Kristiante, S.Kom
| Daneng Khosar P, 5.Kom
) Fandi Prasetyo, S.Kom
10) Aryo Ponco Nugroho, S.Kom
11} Erlangga Narcndra Perdhana, S.Kom
12) Ahmad Sholikin, S.Kom

N, MNANA KEDUDUKAN DALAM TIM
1 2 3
56) Ndaru Prabawa, ST Kelompok Kerja
57) Ika Harvanti Subyakto, ST Kelemnok Kerja
08) Sutarho, 8P Kelompok Kerja
59) Diyani Knusumawat, 8TI3 Kelompok Kerja
60) Agus Triyono, SH Kelompok Kerja
5 1) Sudirman, 3H Tim Ahli
2] Sri Wiharnanto, 8T, MT Tim Ahli
3} EKunarto, 5T, MT Tim Ahl
4y Agus Munawar Shodiq, 5I2 Tim Ahli
5) Indriani, 5.50s, MM Tim Ahli
& 1} Tri Febriante N.H; 8. Kom

Tim Informasi dan Teknologi
Tim Informasi dan Teknolog:
Tim Informasi dan Teknologi
Tim Informasi dan Teknologi
Tim Informasi dan Teknologi
Tim Informasi dan Teknologl
Tim Informasi dan Teknologi
Tim Iniformasi dan Teknologi
Tim Informasi dan Teknologi
Tim Informasi dan Teknologi
Tim Informasi dan Teknologi

Tim Informasi dan Teknologi

Salinar eesnai dengan aslinya
EREPALA BIRO HIIETN
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GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO
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